BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan
a. Perlindungan hukum pemegang sertipikat atas adanya sertipikat ganda

Dengan diberikannya perlindungan hukum bagi pemegang
sertipikat, yang mana ketentuannya terdapat di dalam Pasal 19 ayat (1) dan
(2) UUPA, Pasal 3 ayat (1) Pasal 4 (1), Pasal 31 (1 s/d 6), dan Pasal 32 ayat
(1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah, Pasal 178 Jo. Pasal 140 PERMEN Agraria/ Kepala BPN No. 3 Tahun
1997 Jo. Permen Agraria No. 7 Tahun 2019, PERMEN ATR/ Kepala BPN
Rl No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam
ketentuan diatas menjelaskan bahwa apabila seseorang memiliki tanah,
maka harus memiliki sertipikat yang isi sertipikatnya terdapat data fisik dan
data yuridis yang sesuai dengan buku tanah. Apabila seseorang telah
memiliki sertipikat, namun ada seseorang yang punya sertipikat lagi
terhadap orang yang memiliki data yang sama, maka bisa terjadi pengaduan
masyarakat. Apabila sertipikat ganda terbit, maka masyarakat melakukan
pengaduan ke pihak yang menerbitkan sertipikat, pengaduan berisi tentang
identitas pengadu, dan uraian singkat kasus, dan akan disampaikan ke
Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis. Setelah adanya pengaduan maka
dilakukanlah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan validasi
terhadap data, dan keterangan saksi, lalu pelaksanaan analisis terhadap
tumpang tindihnya hak atau sertipikat hak atas tanah. Pejabat akan
melaporkan hasil pengumpulan data dan hasil analisis kepada pihak
pengadu secara tertulis. Jika perkara tersebut merupakan kewenangan
kementerian maka selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap kronologi
sengketa dan data yuridis, data fisik dan data pendukung lainnya, yang
selanjutnya dilakukan pemeriksaan lapangan untuk meneliti kesesuaian data
dan kondisi lapangan. Setelah keluarnya hasil pengkajian dan hasil
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pemeriksaan lapangan maka dapat dilakukan paparan. Paparan bertujuan
untuk memperoleh kesimpulan dan saran. Kemudian pejabat BPN akan

membuat laporan penyelesaian kasus pertanahan.

Setelah menerima laporan penyelesaian sengketa maka Kepala
Kantor Wilayah BPN akan menerbitkan keputusan pembatalan sertipikat,
pembatalan sertipikat dilakukan terhadap sertipikat yang memiliki data fisik
dan data yuridis namun tidak sesuai dengan surat ukur dan buku tanah.
Selain itu bisa saja pengaduan dari masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh
BPN, sehingga tidak dikabulkannya pengaduan mengenai sertipikat
ganda ,maka pemegang sertipikat ganda dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena tidak ada penindaklanjutan
oleh BPN. Apabila pemegang sertipikat juga merasa tidak puas dengan hasil
pengaduan yang diumumkan membuat pemegang sertipikat mengajukan
perkaranya ke pengadilan, dengan membuat permohonan untuk sertipikat
orang yang ganda tadi dibatalkan. Jika ada putusan pengadilan mengenai
hal tersebut yang mana putusannya sudah memiliki kekuatan hukum tetap,
maka hal tersebut harus ditindaklanjuti oleh BPN.

. Pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang bergerak dibidang

pertanahan dalam atas adanya sertipikat ganda

Instansi pemerintah dibidang pertanahan harus memberikan
kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang sertipikat
sesuai dengan tujuan . Untuk tercapainya tujuan tersebut maka instansi
pemerintah di bidang pertanahan melaksanakan pendaftaran tanah secara
teliti dan cermat. Dengan ketelitian dan cermat yang dimiliki oleh instansi
pemerintah itu ditandai dengan dilaksanakannya pendaftaran tanah harus
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila akhirnya
timbul perkara tentang sertipikat ganda maka pertanggungjawaban dari
instansi pemerintah harus sesuai dengan ketentuan PERMEN ATR/Kepala

BPN RI No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.
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Pertanggungjawaban hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang
berwenang di bidang pertanahan sudah dimulai dengan dilakukan pada

tahap pengaduan masyarakat apabila terjadi sertipikat ganda.

Namun dengan dilakukannya pemantauan dan pengaduan membuat
seseorang merasa tidak puas dengan hasil pengaduan dan hasil pemantauan
tersebut. Sehingga seseorang yang merasa instansi pemerintah belum
menyelesaikan masalah dengan hasil tersebut maka melakukan pengajuan
ke pengadilan untuk penyelesaian masalah. Pengajuan diajukan ke
pengadilan perdata atau pengadilan tata usaha negara. Setelah adanya
putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka
pelaksanaan putusan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan
melalui Kantor Pertanahan. Setelah permohonan diterima pejabat akan
melakukan penelitian terhadap berkas permohonan. Hasil dari penelitian
berkas selanjutnya akan dilakukan analisis pada putusan pengadilan dengan
mengumpulkan data. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan akan
menyampaikan hasil analisis putusan pengadilan yang disertai dengan data
pendukung. Dengan adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan
hukum tetap maka wajib dilaksanakan. Sehingga instansi pemerintah yang
berwenang di bidang pertanahan juga melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan putusan pengadilan dan surat keputusan hasil penyelesaian
sengketa, konflik dan perkara pada tingkat tinggi yang dilakukan oleh
menteri. Segala akibat yang terjadi karena perbuatan hukum oleh pegawai
atau pejabat kementerian maka menjadi tanggung jawab kementerian.
Selain itu, jika ada pegawai yang melakukan kelalaian, tidak teliti dalam
penerbitan sertipikat maka akan dikenakan sanksi administrasi dan apabila
ketidakcermatan dari pegawai memiliki unsur pidana maka akan dikenakan

sanksi pidana.
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5.2. Saran

1. Sebaiknya perlu adanya peningkatan kemampuan dari pejabat pendaftaran
tanah agar dapat teliti dan cermat akibat kelalaian terhadap terbitnya
sertipikat ganda. Apabila si pejabat didapatkan tidak teliti dan tidak cermat,
maka pegawai harus diberikan sanksi administrasi atau sanksi pidana.

2. Diperlukan adanya sosialisasi terhadap Permen ATR/ Ka BPN No. 11
Tahun 2016 kepada mereka yang mempunyai sebidang tanah, agar
mengetahui cara- cara untuk melakukan pengaduan jika terjadinya sertipikat
ganda.

3. BPN harus dapat konsisten jika ada penyelesaian tentang sertipikat ganda
yang sudah memiliki putusan pengadilan dan putusan itu telah berkekuatan
hukum tetap BPN tidak boleh mengabaikannya, dan harus secepatnya
menindaklanjuti.

4. Siapapun yang merasa sertipikatnya ganda, maka pemegang sertipikat dapat
melakukan pengaduan ke BPN, dan BPN akan menindaklanjuti apabila
sertipikat dari si pengadu sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang ada
di dalam buku tanah, terhadap tanah yang disengketakan. BPN harus siap
digugat jika benar telah menerbitkan sertipikat ganda yang membuat

pemegang sertipikat merasa dirugikan atas terbitnya sertipikat ganda.
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